PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2012

TENTANG

PENGALIHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEGIATAN

Menimbang

Mengingat

USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November
2012, dan guna menjamin kelangsungan kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu diatur
pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan
pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas

bumi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5047);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan
kepada menteri yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai

dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

Pasal ...
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Pasal 2

Segala Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani antara
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap,

tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 3

Seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi yang sedang ditangani oleh Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dilanjutkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 226

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan
ttd.

Bistok Simbolon



